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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il Tahun 2025 telah
dapat diselesaikan. Program kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi
seluruh jajaran Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Program kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa
implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat
dari seluruh |ajaran Aparatur Sipil Negara. Masukan dan saran yang sifatnya
konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih

baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membanty tersusunnya Program

kerja Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Fakfak, 6 Januari 2025
}iqiu%‘é’{?;lgadllan Negeri Fakfak

’ /. ﬂ.‘,;\ |
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BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin
dinamis dan kompleks di era keterbukaan informasi sekarang ini, tantangan yang

» serta dituntut dalam
perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif untuk memberikan pelayanan

kepada Pengguna layanan/masyarakat guna mewujudkan performa/kinerja
pengadilan yang unggul/prima.

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dalam menyusun
perencanaan jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang disebut Cetak Biry
(Blue Print) pembaruan peradilan Indonesia 2010-2035 yang telah menetapkan visi
serta misi yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun yaitu “Mewujudkan
Badan Peradilan Yang Agung”. Sejak dicanangkannya One Roof System vyaity
Peradilan satu atap dan dengan adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berbagai
kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan

pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung
RI.

Peradilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai tahapan
pencapaian tujuan maupun sasaran Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 serta
sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan evaluasj kinerja Pengadilan Negeri
Fakfak Tahun 2025 perlu disusun aktivitas penyelesaian tugas-tugas dan tanggung
jawab tupoksi masing-masing bidang, sehingga menciptakan kondisi dinamis bagi
Pengembangan kreatifitas serta memacu semangat kerja aparat pelaksana demi
mencapai visi dan misj Pengadilan Negeri Fakfak.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Program Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun
2025 ini sebagai pedoman bagi aparatur Pengadilan Negeri Fakfak dalam melaksanakan
tugas-tugas sehari-hari sehingga tidak keluar dari program kerja yang telah ditetapkan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;

2. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan

berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana
dan perkara perdata ditingkat pertama;

3. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi

pemerintah daerahnya apabila diminta serta dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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BAB II
LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok Pokok
Kepegawaian:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang
Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 19886, tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Dilingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia:

10.Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11.Keputusan  Ketua Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor
KMA/OZG/SK/II!ZO‘iZ, tentang Standar Pelayanan Peradilan;
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12.Keputusan  Ketua Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor
KMA/OSO/SK/VIH/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dj
Lingkungan Lembaga Peradilan:

13.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan

Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya;

14.DIPA Pengadilan Negeri Fakfak Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-
005.01.2.400081/2025 dan Nomor SP DIPA- 005.03.2.400082/2025
Tanggal 2 Desember 2024.

B. LANDASAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
. Tujuan:

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Fakfak
meliputi:
a.Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b.Terwujudnya penyederhanaan proses pPenanganan perkara melaly;
pemanfaatan teknologi informasi.

c.Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

ll. Sasaran Strategis

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b. Meningkatkan penyederhanaan proses Peénanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.

C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang
sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

e. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal maupun eksternal.

f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyekiif.

g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien.

Program Kerja Tahun 2025 | 7



BAB liI
PROGRAM KERJA BERBASIS KINERJA

Program Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il Tahun Anggaran 2025 merupakan
Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il yang
meliputi ;

1. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas || selaku Satuan Kerja (Satker);

2. Pengadilan Negeri Fakfak kelas |l selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman
atau Lembaga Yudikatif didaerah;

A. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN
Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara
yang diajukan padanya. Dalam ketentuan peraturan yang berlaku bahwa sesuai
dengan standar operasional prosedur. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas ||

melakukan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi, barang
bukti, pemeriksa terdakwa.

1. Program kerja Kepaniteraan Perdata
a) Teknis :

e Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pencari keadilan:;

* Menerima pendaftaran berkas perkara pemohonan, gugatan, gugatan
sederhana, banding, kasasi, PK, Eksekusi, Konsinyasi dan perlawanan
terhadap putusan verstek:

* Mendistribusikan berkas perkara yang sudah ditetapkan oleh KPN kepada
Melaksanakan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

° Mencatat setiap perkara yang diterima dalam buku register secara tertib
dan tepat waktu:

e Membuat akta permohonan banding, kasasi, PK, termasuk akta
pencabutan permohonan;

e Mencatat dan melaporkan pelaksanaan putusan (eksekusi),penundaan
dan alasannya yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

° Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh
Panitera Pengganti:
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Menerima dan mencatat penyelesaian perkara yang putus sesuai SOP:
Sebelum berkas upaya hukum dikirim diusahakan untuk diteliti

kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, dan
Peninjauan Kembali:

laporan, pemberkasan dan minutasi: Menyampaikan Salinan Putusan kepada
para Pihak:

Melaksanakan ATK Perkara dan Administrasinya;

Melaksanakan penginputan perkara kedalam SIPP;

Melaksanakan delegasi/pemberitahuan panggilan dan administrasinya;
Menindaklanjuti surat masuk dan keluar;

Mengontrol pelaksanaan SOpP Perdata sesuai Akreditasi Penjaminan Mutu;
Mengupayakan proses persidangan dari perkara masuk sampai dengan
pengambilan putusan dengan cepat dan transparan:

Pengoptimalan pelaksanaan SEMA no 6 tahun 2014 tentang Penanganan
bantuan panggilan/ pemberitahuan:

Meningkatkan monitoring;

Monitoring pencatatan keuangan perkara oleh kasir ada buku buky jurnal yang
telah tersedia.

b) Non Teknis :

Mengusulkan alat tulis kantor yang memadai;

Menjaga ruang kerja dan lingkungan kantor tetap bersih, indah dan berseri:
Melengkapi register-register sesuai kebutuhan yang ada;

Mengusulkan pengadaan lemari untuk register. Mengusulkan untuk perbaikan
jaringan internet, dikarenakan koneksi yang dirasakan lambat sehingga
sangat berpengaruh pada proses penginputan SIPP dan proses minutasi:

2. Program kerja Kepaniteraan Pidana
a) Teknis :

Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
Menerima berkas perkara dan barang bukti dari kejaksaan melalui E-Berpadu;

Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri
kepada ketua majelis/hakim dan Panitera Pengganti untuk disidangkan;
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Mengutamakan Pendaftaran perkara singkat, cepat & pra peradilan;

Melaksanakan pendaftaran perkara pidana cepat ringan dan lalu lintas:
Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh
Panitera Pengganti;

Pengisian Seluruh Register perkara dilaksanakan dengan tertib dan
tepat wakiu;

Menginput perkara-perkara pidana yang sudah BHT:

Mencatat penyelesaian perkara pidana yang putus sesuai SOP;
Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari S bulan;

Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding,
Kasasi, PK, Grasi;

Mengontrol pengisian barang bukti yang dilimpahkan pada SIPP;
Sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti ketengkapannya

dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi;

Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke Kepaniteraan hukum:
Menyampaikan Salinan/Petikan Putusan kepada Jaksa, Terdakwa (pihak
terkait);

Melakukan pengawasan melekat secara berkaia meliputi prosedur

penerimaan perkara, bukuy register, Buku keuangan perkara, laporan-
laporan,pemberkasan dan minutasi;

Melaksanakan inspeksi dengan Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Narapidana yang berada di Lembaga

Permasyarakatan meliputi data-data perilaku narapidana, masa hukuman
dan membuat laporannya;

Membuat perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut Umum
dan Penyidik;

Mengajukan Permohonan Perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
maupun ke Mahkamah Agung RI:
Membuat Izin Persetujuan penggeledahan untuk dibuatkan Penetapan
Ketua Pengadilan sampai dengan persetujuan diversi yang diajukan oleh
Penyidik;
Membuat Izin Persetujuan penyitaan yang diajukan oleh Penyidik maupun
Penuntut Umum untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan;
Membuat laporan bulanan untuk disampaikan ke Kepaniteraan hukum;
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b)

Membuat laporan E-Berpadu setiap bulannya;

Melakukan Penginputan Perkara kedalam aplikasi SIPP:

Melaksanakan Pendistribusian Relaas delegasi/ pemberitahuan perkara
pidana kepada Jurusita/Jurusita Pengganti;

Menindaklanjuti surat masuk dan keluar:

Mengontrol Pelaksanaan SOP Pidana sesuai sertifikasi Mutu Peradilan
Unggul dan Tangguh (AMPUH);
Meningkatkan monitoring kontroling meliputi: Memotivasi agar staf sesuai

tugas pokok dan fungsi masing-masing menciptakan situasi yang kondusif,
kebersamaan, saling percaya.

Non Teknis

Mengusulkan alat tulis kantor yang memadai:
Menjaga ruang kerja dan lingkungan kantor tetap bersih, indah dan berseri;
Melengkapi register-register sesuai kebutuhan yang ada;

Mengusulkan pengadaan lemari untuk register.

Program Kerja Kepaniteraan Hukum
Teknis :

Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat / mahasiswa yang melakukan
riset, pendaftaran badan hukum, surat keterangan;

Mengkoordinasikan dengan Panitera Muda Perdata dan Pidana dalam
pembuatan laporan bulanan, triwulan, enam bulan dan kegiatan Hakim
serta disesuaikan esuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 3/DJUIHMO02.3/6/2014.
tanggal 20 Juni 2014:

Menerima permohonan tidak pernah dihukum dari warga masyarakat
untuk dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri:

Menerima dan mengelola pengaduan dari masyarakat pencari keadilan
melalui Aplikasi Pengaduan (Siwas) dan email pengaduan;

diminutasi dan masuk ke bagian Hukum, putusannya akan segera di
upload ke dalam direktori putusan dan selanjutnya berkas perkara segera
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dimasukkan ke ruang arsip dengan cara dimasukkan ke dalam Box arsip
sesuai jenis perkaranya, kemudian ditata atau disusun berdasarkan
nomor urut perkara, diberi label dan kelompok arsip perkara;

e Dilakukan pengisian register pengaduan dan informasj sesuai keadaan
serta dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan dan setiap tahunnya;

° Meningkatkan pelayanan Meja Informasi, masyarakat yang membutukan
informasi akan dilayani dengan cepat dan baik sesuai ketentuan yang
berlaku, dan mengenai administrasi informasi telah dilaksanakan sesuaj
ketentuan;

° Meningkatkan monitoring, kontroling meliputi: Memotivasi staf sesuai
tugas pokok dan fungsi masing-masing menciptakan situasi yang kondusif,
kebersamaan, saling percaya;

e Mengontrol Pelaksanaan SOpP Hukum sesuai Sertifikasi Mutu Peradilan
Unggul dan Tangguh (AMPUH);

b) Non Teknis -

® Membenahidata P€némpatan arsip perkara sesuai dengan box.
* Menjaga ruang kerja dan lingkungan kantor tetap bersih:

* Mengusulkan pengadaan lemari besi arsip perkara, karena daya tampung berkas
perkara pada lemari sudah penuh
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B. PROGRAM KERJA KESEKRETARIATAN

Fungsi bagian kesekretariatan di Pengadilan Negeri adalah memberikan pelayanan
administrasi umum kepada seluruh unsur dij lingkungan Pengadilan Negeri. Tugas-tugas
bagian kesekretariatan di Pengadilan Negeri meliputi: Urusan kepegawaian Urusan
keuangan Urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dan barang inventaris
Urusan perencanaan program dan anggaran Urusan Penataan organisasi dan tata laksana
Urusan pengelolaan teknologi informasi dan Statistik Urusan keamanan, keprotokolan, dan
hubungan masyarakat Urusan Pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi.

1. Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
* Melengkapi Box file Hakim, Pegawai. Honorer dalam lemari file;

° Membuat Surat Keputusan untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk
ditandatangani:

* Memperbaharui Papan DUK, DUS dan Struktur Organisasi;

* Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian ljazah:

° Membuat Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai;

° Membuat usul jabatan dan usul Pensiun Hakim dan Pegawai:

e Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ) Hakim dan Pegawai;

* Melaksanakan Pengawasan administrasi Kepegawaian meliputi kelengkapan
Sarana tata usaha Kepegawaian, DP3, DUK, KP, KGB, Cuti, Absensi dan lain-
lain;

e  Membuat Rekapitulasi absensij Hakim dan Pegawai setiap bulan;

e Membuat Bezzeting Hakim dan Pegawai setiap 3 (tiga) bulan;

° Membuat DUK Hakim dan Pegawai setiap Tahun;

° Membuat daftar nama Hakim/Pegawai yang mengikuti kegiatan
pembinaan rapat khusus yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan:

Pengadilan;
° Membuat dan Mencatat Notulensi pada Setiap Kegiatan;
° Membuat Surat Penangguhan Cuti;
* Merekap dan Mengarsipkan PKP Selama Tahun 2025;

e Mengontrol Pelaksanaan SOp Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
sesuai dengan Sertifikasi Muty Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
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- Program Kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan

Membuat rencana kerja Sub Bagian Umum tahun berjalan dan tahun yang
akan datang;

Melakukan administrasi persuratan mengacu kepada kearsipan dinamis
dengan meregister surat masuk, surat keluar serta mengarsipkannya

sesuai klasifikasi:

Mencatat dan menerima setiap pengadaan barang / jasa setelah ada
penyerahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke dalam Aplikasi
Simak BMN:

Mencatat barang-barang persedian (ATK) ke dalam buku persediaan;
Mencatat dan memberi Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN;

Mencatat dan membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Karty
Inventaris Barang (KIB);

Mencatat dan membuat daftar barang inventaris yang telah rusak untuk
diusulkan penghapusan;

Memperpanjang pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;
Perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;
Perawatan Gedung, halaman kantor, rumah dinas sesuai kebutuhan:;

Perawatan / perbaikan meubelair, AC, komputer dan sarana/prasarana
lain dilaksanakan sesuai kebutuhan;

Melaksanakan Pe€ngawasan administrasj umum;
Membuat laporan neraca (simak BMN);
Melakukan rekonsiliasi data BMN;

Membuat laporan BMN;

Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL;

Mencatat jumlah buku bary yang di terima ke dalam buky induk dan
penomoran menurut klasifikasi:

Mencatat peminjaman buku dan pengambilan buku perpustakaan:
Melakukan pemeliharaan dan perawatan buku-buku perpustakaan:
Pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran;

Pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerima;

Membuat laporan keuangan;

Bertanggung Jawab atas Laporan pada aplikasi E-Monev Bappenas;
Membuat dan menyusun RKAL serta Berita Acara Rekonsiliasi:
Pengelolaan Anggaran:

Mengontrol Pelaksanaan SOP Keuangan dan Umum sesuai dengan
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Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUR).

- Program kerja Sub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Update SIPP (ika ada pembaharuan vers; terbaru) dan
penambahanipengurangan data referensi Hakim, Panitera dan Jurusita:

Sinkronisasi data SIPP ke Mahkamah Agung dan Website
Pengadilan Negeri Fakfak secara rutin;

Update berita terbary untuk dimasukkan ke website Pengadilan
Negeri Fakfak;

Perawatan dan perbaikan peralatan-peralatan IT;
Melakukan Pengumpulan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian

data/ informasi untuk penyiapan bahan Penyusunan perencanaan, dan
melakukan penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan;

Melaksanakan Pengembangan sistem dan teknologi informasi:
Penelaahan data/informasi sebagai bahan pPenyusunan rencana kerja;

Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional perencanaan satker:

Pengumpulan dan Penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan
Penyusunan perencanaan satker;

Membuat rencana pengelolaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun
2025;

Membuat usulan RKAKL Dipa 01 dan Dipa 03 Tahun Anggaran berikutnya
untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Melakukan Revisi Anggaran jika di perlukan baik itu Revisi DIPA
maupun Revisi POK:

Membuat Rencana Kerja Tahunan & Perjanjian Kerja Tahunan;
Menyusun dan membuat Program Kerja;

Monitoring berjalannya seluruh Aplikasi perkantoran pada bagian
Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Menyusun dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan;

Menyusun dan membuat Laporan Kinerjalnstansi Pemerintah (LKJIP);
Membuat Reviu Renstra secara berkala;

Menindaklanjuti surat masuk atau keluar Bagian PTIP;
Mengisi data perkara setiap bulan pada E-Sakip Komdanas;

Mengontrol pelaksanaan SOP PTIP sesuai Sertifikasi Muty Peradilan
Unggul dan Tangguh.
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BAB IV
PROGRAM KERJA BERBASIS ANGGARAN

A. ANGGARAN BELANJA DIPA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2025
Pengadilan Negeri Fakfak Kelas || sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara
(BMN), Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebagaimana yang dialokasikan
didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Pagu sebesar

a. DIPA Badan Urusan Administrasi o1 Rp.  6.412.904.000 -
b. DIPA Badan Peradilan Umum (03) z Rp.  61.744.000 -
Jumlah Pagu DIPA Tahun 2025 *  Rp.  6.474.678.000,-

B. RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN BELANJA DIPA PENGADILAN NEGERI
FAKFAK

Anggaran Belanja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il tahun 2025 adalah sebagai
berikut :

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

005.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 6.412.904.000
6986.EBA.994 L Layanan Perkantoran Rp. 6.412.904.000
001 Gaji dan Tunjangan Rp. 3.453.587.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 2.359.317.000
1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal Rp. 600.000.000
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b. DIPA Badan Peradilan Umum (03)

Uraian

005.03.BF Program P‘*“‘Bg;';‘,‘:‘ dan Pelayanan Rp. 61.744.000

Peningkatan Manajemen Peradilan
1049 Ui Rp. 61.744.000

Pembinaan & Pengawasan Aparatur
1049.AEA Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan | RP- 1.500.000

Umum

1049.BCA.U13 Perkara Pidana yang Diselesaikan Rp. 30.384.000
Ditingkat Pertama di Wilayah Timur

Layanan Pos Bantuan Hukum (i
1049.QBA.032 Lingkungan Peradifan Umum Rp. 29.500.000

Perkara Peradilan Umum yang
1049.QCA.001 Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Rp. 360.000
Perkara |

——
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BAB V
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PROGRAM KERJA PEMBINAAN
1. Program Kerja Zona Integritas

Dalam Rangka meningkatkan fungsi Pembinaan, Program Kerja Zona Integritas ini
merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Fakfak dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) dan bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan

dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

. MANAJEMEN PERUBAHAN
Indikator :

a. Pembentukan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim ditujukan untuk melakukan pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM:

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilakukan dengan
memperhatikan:

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM).

2. Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak:

3. Mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak.

C.Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona intgeritas sesuai rencana kerja;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan zona
integritas Pengadilan Negeri Fakfak:

3. Menindaklanjuti Hasil monitoring dan evaluasi Zona Integritas:

d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal berikut

1. Menjadikan Ketua Pengadilan Negeri sebagai role model;
2. Agen perubahan akan ditetapkan;
3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di Pengadilan Negeri Fakfak:
4. Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak telah terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuiju WBK/WBBM.

Target :

1. Meningkatnya komitmen seluruh ASN Pengadilan Negeri Fakfak Kelas || dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM:

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pengdilan Negeri Fakfak sesuai
dengan tujuan pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM:

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.

Il. PENATAAN TATALAKSANA
Indikator :

mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

1. Prosedur operasional tetap menagcu kepada tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Fakfak;

2. Prosedur operasional Pengadilan Negeri Fakfak tetap telah diterapkan:;
3. Prosedur operasional Pengadilan Negeri Fakfak telah dievaluasi:;

b. Pengukuran indikator E-Office dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, yaity

1. Sistem pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Fakfak menggunakan teknologi
informasi;

2. Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi;
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3. Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi;

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional
SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan monitoring dan
evaluasi;

C. Keterbukaan informasi publik pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan di Pengadilan
Negeri Fakfak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target :

1. Meningkatnya Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM:;

2. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona

Integritas menuju WBK/WBBM:

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBKAWBBM.

lll. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Indikator :

a.Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengukuran
indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti :

1. Perencanaan kebutuhan Pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil
analisa beban kerja;

2. Penempatan Pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun perjabatan;

3. Pengadilan Negeri Fakfak telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen:

b.Pola mutasi internal dimana pengukuran | indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Dalam melakukan pengembangan karir Pegawai, Telah dilakukan mutasi
pegawai internal antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses
pengusulan mutasi internal untuk disampaikan di forum Baperjakat:

2. Dalam melakukan mutasi Pegawai antar jabatan telah memperhatikan
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kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.

3. Pengadilan Negeri Fakfak telah menerapkan monitoring dan evaluasj terhadap
kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
satker.

C. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi dimana pengukuran indikator ini
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Melakukan Training Need Analisis untuk pengembangan kompetensi.

2. Dalam menyusun rencana Pengembangan kompetens;i pegawai harus
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja kerja.

3. Mengetahui presentase kesenjangan kompetensi Pegawai yang ada dengan
standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

4. Pegawai di Satker telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat
pengembangan kompetensi lainnya.

5. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Satker telah melakukan upaya

pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan mengikutsertakan dalam
pelatihan.

6. Pengadilan Negeri Fakfak telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil Pengembangan kompetensi dalam kaitanya dengan perbaikan kinerja.
d. Penetapan kinerja individu dimana pengukuran indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja
Pengadilan Negeri Fakfak;

2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya;

3. Telah melakukan Pengukuran kinerja individy secara periodik.
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain).
€. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan dimana
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, sepertj :

1. Aturan disiplin,kode etik atau kode perilaku telah dilaksanakan dan telah
diimplementasikan:

f. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi dimana pengukuran indikator
ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti -
1. Data informasi kepegawain Satker telah dimutakhirkan secara berkala.
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Target :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di Pengadilan Negeri
Fakfak;

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di
Pengadilan Negeri Fakfak;

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di Pengadilan Negeri Fakfak:

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM dj Pengadilan Negeri Fakfak.

5. Meningkatnya profesionalisme SDM di Pengadilan Negeri Fakfak;

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan dimana dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja,
salah satu komponen yang termasuk didalamnya adalah dokumen perencanaan
strategis Pengadilan Negeri Fakfak. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan
yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber
daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan, agar
penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik
dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh
pimpinan intansi, sebagai berikut

1. Pengadilan Negeri Fakfak telah melibatkan pimpinan langsung dalam
Penyusunan perencanaan:

2. Pengadilan Negeri Fakfak telah melibatkan secara langsung pimpinan
pada saat menyusun penetapan kinerja;

3. Pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak telah memantau pencapaian kinerja
secara berkala;

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dimana pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri
dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan Pelaporan kinerja. Untuk
mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini :

1. Pengadilan Negeri Fakfak telah memiliki dokumen perencanaan
kerja jangka pendek (Renja) tahunan, Renstra 5 (lima) tahunan:

2. Membuat Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3. Membuat Indikator Kinerja utama yang terukur;

4. Mewujudkan indikator kineria yang SMART (Specifik, Measureable,
Achievable, Relevant and Time);
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6. Memberikan informasi tentang kinerja.

7. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja.

8. Melakukan Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten.

Target :

1. Meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Fakfak:

2. Meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Negeri Fakfak.

V. PENGUATAN PENGAWASAN
Indikator :

a.

Pengedalian Gratifikasi dimana Pengukuran indikator ini dilakukan dengan

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
1. Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan public campaign;

2. Pengadilan Negeri Fakfak telah mengimplementasikan pengendalian

gratifikasi.

Penarapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dimana pengukuran

indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan -

1.
2.

Pengadilan Negeri Fakfak telah membangun lingkungan pengendalian;
Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan penilaian resiko atas
pelaksanaan kebijakan;

Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi:

Pengadilan Negeri  Fakfak telah menginformasikan dan
mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait;

C. Pengaduan Masyarakat dimana pengukuran indikator inj dilakukan dengan
mengacu pada kondisj yang seharusnya dilakukan, sepert; :

1.

Pengadilan Negeri Fakfak telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat:

Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
Penanganan pengaduan masyarakat:

Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
P€nanganan pengaduan masyarakat;

Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan monitoring dan evaluasj terhadap
Penanganan pengaduan masyarakat;
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d. Whistle Blowing System dimana pengukuran indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti -

1.
2.
3.

Whistle Blowing System sudah diinternalisasi:

Pengadilan Negeri Fakfak telah menerapkan Whistle Blowing System:
Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System:

Pengadilan Negeri Fakfak telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System;

€. Penanganan Benturan Kepentingan dimana Pengukuran indikator ini dilakukan
dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti :

1. Pengadilan Negeri Fakfak telah mengidentifikasi benturan kepentingan

dalam tugas dan fungsi utama:
Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan sosialisasj atau internalisasi
penanganan benturan kepentingan:

Pengadilan Negeri Fakfak telah mengimplementasikan penanganan
benturan kepentingan;

. Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan evaluasi atas penanganan

benturan kepentingan:

Pengadilan Negeri Fakfak telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
Penanganan benturan kepentingan;

Target :

1.

Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh
Pengadilan Negeri Fakfak

Meningkatakan efektivitas pengelolaan  keuangan negara pada
Pengadilan Negeri Fakfak:

Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Fakfak;

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Negeri
Fakfak.
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VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Indikator :

a. Standar Pelayanan dimana pengukuran indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, sepertj -

1.
2.
3.

mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti

Pengadilan Negeri Fakfak memiliki kebijakan standar pelayanan;
Pengadilan Negeri Fakfak telah memakiumatkan standar pelayanan;

Pengadilan Negeri Fakfak telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan:

1. Pengadilan Negeri Fakfak melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima:

2. Pengadilan Negeri Fakfak telah membuat informasi tentang pelayanan yang

mudah diakses diberbagai media;

3. Pengadilan Negeri Fakfak telah menerapkan sistem reward dan punishment

bagi pelaksana layanan serta Pemberian kompensasi kepada penerima
layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar;

4. Pengadilan Negeri Fakfak telah memiliki sarana layanan terpadulterintegrasi;

5. Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan inovasi pelayanan:

terhadap pelayanan;

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka

sehingga dapat dilihat melalui berbagai media;

3. Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey

kepuasan masyarakat.

Target :

¢

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik (lebih cepat, lebih mudah, dan lebih
murah) pada Pengadilan Negeri Fakfak:

2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh  standarisasi pelayanan

internasional pada Pengadilan Negeri Fakfak:

3. Meningkatkan indeks  kepuasan Mmasyarakat terhadap penyelenggara
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pelayanan publik oleh Pengadilan Negeri Fakfak.

KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua
sasaran, yaitu :
1. Terwujudnya instansi pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme dengan menggunakan ukuran:
a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal);
b. Presentasi penyelesaian perkara:
2. Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat yang

diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey
eksternal;

2. Program Pembinaan

- Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tingkat

Pertama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

2. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Negeri Fakfak:

© © N o

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan;
- Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf

melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali;

. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buta hukum melalui program

POSBAKUM;

. Peningkatan penyelesaian perkara secara mediasi;
. Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun 2024;

Peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;

. Peningkatan aksebilitas Putusan Hakim vyaity peningkatan putusan Hakim

Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang tidak melakukan upaya hukum;

10.Peningkatan penyelesaian perkara yang telah diputus;

11.Peningkatan penyelesaian pengiriman perkara Banding, Kasasi dan PK;
12. Peningkatan penyelesaian register berkas perkara;

13.Peningkatan Penyampaian relas pemberitahuan kepada para pihak tepat waktu;
14. Peningkatan pelaksanaan penyitaan;
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15. Peningkatan pelaksanaan eksekusi perkara perdata;

16. Peningkatan penyelesaian amar putusan yang dapat diakses oleh publik
dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus;

17.Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor 2-
144/KMA/SKNVI1112022:

18.Menindaklanijuti hasil pembinaan dari Mahkamah Agung R.l dan Tingkat Banding.

- Program Kerja Koordinasi

Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il Selaku Perwakilan Kekuasaan kehakiman/ Lembaga
Yudikatif yang secara protokoler berada dalam Wilayah Kabupaten Fakfak yang
melaksanakan tugas antara lain :

1. Melakukan interaksi seperti mengikuti undangan Kegiatan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Fakfak dan koordinasi dengan Instansi
Penegak Hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Permasyarakatan
Kota Fakfak dan lain sebagainya.

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Fakfak apabila diminta.

- Program Kerja Diskusi

dituangkan didalam kegiatan sehari-hari. Diskusi berkaitan teknis yustisial maupun non
teknis merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat masih banyak ditemukan
masalah-masalah dalam Pénerapan hukum acara dan terdapat banyak kelemahan-
kelemahan dalam implementasinya. Dan diharapkan dengan adanya diskusi ini target dan
Sasaran untuk tercapainya tujuan hukum yaitu putusan mempunyai nilai manfaat, keadilan
dan kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekusi).

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Evaluasi kinerja ini berfungsi sebagai alat kontrol serta media untuk mengukur efektif
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Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam struktur organisasi satuan kerja. Mereka memiliki tugas dan fungsi

Pelayanan yang diberikan.
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B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN
1. Program Kerja Pengawasan Bidang dan Melekat

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai

masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan,
tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Negeri

Fakfak. Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan, Pengadilan Negeri Fakfak telah

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang penunjukan
Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan
menambah beberapa bidang Pe€ngawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih
efektif dan terarah. Berikut susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku saat inij -

| |

a. Tertib administrasi perkara
pidana Biasa/Khusus, tilang,
tipiring dan praperadilan.

b. Tertib administrasi khususnya
penyerahan/  penyampaian

1 2 3
BIDANG KEPANITERAAN

5 IRANDA CARECA I!;(:IE)PANHERAAN salinan putusan serta minutasi
ANINDITYO, S.H, ANA berkas.
¢. Pengawasan Sistem
Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) untuk Perkara
Pidana Biasa
/Khusus

a. Tertib administrasi perkara
perdata gugatan,permohonan

REYNOLD S.E.M.P. dan
2 NABABAN, S.H. KEPANITERAAN perlawanan (seluruh register
PERDATA perkara perdata)
b. Tertib administrasi eksekusi
putusan

c. Pengawas mediasi

a. Tertib administrasi pendaftaran
surat kuasa, surat keterangan

3 GANJAR PRIMA KEPANITERAAN tidak  dipidana, direktori
ANGGARA S.H. HUKUM putusan, pencatatan badan
hukum, legalisasi waris,

aplikasi SIWAS, dan tugas-
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tugas Ilain yang menjadi
wewenang Kepaniteraan
Hukum.

b.  Pengawasan pelaksanaan

layanan Posbakum
BIDANG KESEKRETARIATAN

a. Tertib administrasi
perencanaan, teknologi
SUB BAGIAN informasi, dan pelaporan
1 GANJAR PRIMA PERENCANAANTI Pengawasan dalam hgj
ANGGARA, S.H. DAN PELAPORAN kepatuhan penginputan
Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP)
IRANDA  CARECA ﬁgFB’EGAWi?fh:AN = Tertib Sl
= ANINDITYO, S.H. ORGANISASI DAN kepegawaian
TATALAKSANA
a. Tertib administrasi surat-surat
masuk/keluar.
b. Tertib administrasij
3 IVAN BHAKT| SUB ~ BAGIAN pengelolaan keuangan.
YUDISTIRA S.H. i AN c. Inventaris baran ilik
KEUANGAN : : 9 mili
Pengadilan Negeri
Fakfak /inventaris milik
Negara

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Fakfak dilaksanakan dalam bentuk
pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat

1. Memeriksa program kerja:

2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja;
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan;

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak:

5

. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak atay Pejabat yang
berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;
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BAB VI
PROGRAM KERJA PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI

A. PROGRAM KERJA PEMBINAAN IMAN DAN TAQWA

Dalam rangka mewujudkan program kerja pembinaan iman dan tagwa agar memacuy
Sémangat warga Pengadilan Negeri Fakfak untuk meningkatkan Iman dan Taqwa kepada

Tuhan demi terwujudnya Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Fakfak.
1. Melaksanakan ibadah Oikumene setiap bulannya

2. Melaksanakan sholat berjamaah dan sharing keaagamaan setiap bulannya

B. PROGRAM KERJA PEMBINAAN OLAHRAGA

1. Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat di lingkungan kantor:

2. Melaksanakan Vol rutin hari Jumat di lingkungan kantor:

3. Melaksanakan turnamen olahraga internal Pengadilan Negeri Fakfak pada bulan

Mahkamah Agung RI.
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BAB ViII
PROGRAM KERJA PEMBINAAN ORGANISASI

A. PEMBINAAN IKAHI
1) Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI:
2) Menyetorkan iuran IKAHI 6 (enam) bulan sekali;
3) Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI.

B. PEMBINAAN ORGANISASI IPASP]
1) Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI;
2) Menghimpun iuran anggota IPASP| setiap bulan.

C. PEMBINAAN DHARMAYUKTI KARINI
1) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/ silaturahmi;
2) Bhakti Sosial (Kunjungan ke Panti Asuhan);
3) Pembinaan dan Peningkatan ketahanan keluarga, pembinaan kesetiakawanan

sosial dan keperdulian lingkungan hidup, pPemahaman njaj wawasan
keanekaragaman budaya.

D. PEMBINAAN PTWP

1) Menghimpun juran PTWP setiap bulan dari anggota:
2) Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat.
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BAB VIIl PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan
kerja lebih terarah, selain jtu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan
lebih mudah dievaluasi pada saat tahun anggaran 2025 berakhir sehingga dapat
dijadikan sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program
kerja pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh
personil Pengadilan Negeri Fakfak sehingga semangat kerja dan kerjasama yang baik
serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam
melaksanakan program kerja ini.

Keseluruhan program kerja tersebut di atas akan dilaksanakan dengan mengacu
Pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Negeri
Fakfak Kelas II diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan
kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik,
profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan
biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Melalui Program Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas Il maka diharapkan
adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri
Fakfak sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil
putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
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